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BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 150 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN PENGELOLAAN PARKIR DI AREA PASAR DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

: a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan

kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2021, maka Peraturan Bupati
Tuban Nomor 150 Tahun 2021 sudah tidak sesuai
dan perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Pengelolaan
Parkir di Area Pasar Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat 11 Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

jdih.tubankab.go.id



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 21
Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011
Seri C Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor
11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021
Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 154);

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021
Seri E Nomor 143);

Peraturan Bupati Tuban Nomor 150 Tahun 2021
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan
Pengelolaan Parkir di Area Pasar Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor
3);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 150 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN PENGELOLAAN PARKIR DI AREA PASAR DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban
Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi dan Pengelolaan Parkir di Area
Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2021 Seri C Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Tuban.

5. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan
Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los,
dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang
kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau
koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
dengan proses jual beli barang melalui tawar
menawar.

6. Pasar Daerah adalah pasar rakyat yang ditata,
dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Pedagang adalah orang pribadi atau badan usaha
yang melakukan kegiatan perdagangan di area
pasar, baik yang menempati tempat secara tetap
maupun tidak tetap.

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa
yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh badan atau
perorangan.
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20.

21.

Retribusi Parkir adalah pumungutan sebagai
pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di
area pasar daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi daerah, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Masa Retribusi Pelayanan Parkir Harian adalah
jangka waktu yang berlaku untuk 1 (satu) kali parkir
bagi Wajib Parkir Harian.

Masa Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan
adalah jangka waktu yang berlaku untuk 1 (satu)
bulan parkir bagi Wajib Parkir Berlangganan.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau
tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan pengemudinya.

Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi
parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan
yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan
tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan
yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau
hewan.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda
dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan
atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor
beroda tiga tanpa rumah-rumabh.

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor
angkutan orang yang memiliki tempat duduk
maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk
pengemudi yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga
ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang
digunakan untuk angkutan barang.
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22.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8
(delapan) orang termasuk untuk pengemudi yang
beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terhutang.

24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

25.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2)
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A)
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Retribusi yang telah dipungut dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) disetorkan Kas Daerah oleh pihak ketiga.

(2) Penerimaan retribusi yang telah dipungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan
secara bruto selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu
kali dua puluh empat jam)

(2A) Jasa atas pelaksanaan kerja sama bagi pihak
ketiga dicairkan setiap akhir bulan yang
besaranya sesuai prosentase yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja sama.

(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan bukti penyetoran.

(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban memberikan akses laporan harian
penerimaan restribusi parkir secara realtime
kepada Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI TUBAN,
ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd
BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN 2022 SERI C NOMOR 1

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH

KEPI%&%\N HUKUM

\Peﬂdief"ﬁngkat I
NIP. 19680903 199003 2 008
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